
l. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pernbentukan Kabupaien Langkat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcnrang Desa 
(Lembaran Negara Republtk Indonesra 'l'ahun :.1014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5495); 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Incloneeia Te.lruri 2014 Nornor 244. Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nnrnor 5587) 
sebagaitnana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor l I Tahun 2020 teniang 
Cipta Kerja; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang 
Pemindaban Ibukota. Kabupalen Daerah Tingkat II Langkat 
darl Wllayah Koctya Dau IT Blnjal ke Kota stanat ctJ wuayan 
Kabupaten II Langk.at (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nornor 9); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat J1 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan 
Kabupaten IJaerah Tingkat ti Deli Serrlang (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 

6. Pera tu.ran Pemerin tah Nomor l 2 Tah un 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Nel!)!rA Rl'pt1hlik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 147); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
teniang PengaJokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022; 

BUPATI LANG.KAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANO 
PENGALOKASIAN A.LO.KASI DANA DESA TAHUN 2022 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR O l TAHUN 2022 

BUPATJ LANGKr\T 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan I3upati ini yang dimaksud dengan: 
I Daerah adalah Kabupaten Langkat. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASJAN ALOKASI 
DANA DESA TAHUN 2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemharan Negara 
Repu bhk Indonesia Nomor 5539). sebagairnana telah 
diubah bcbcrapa kali terakhir dcngan Pcraturan 
Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tcntang perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tenrang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ; 

8. Peraruran Menleri Keuangan Nomor 
257 /PMK/07 /2015 tentang Tata Cara Penundaan dan 
atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah 
Yang Tidak Mernenulu Alokasi Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahuri 2018 
teniang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia T'ah un 2018 Nomor 611 ); 

J 0. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupatcn 
Langkat Nornor 29)sebagaimana tolah diuba.h dcngan 
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 
renrang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Nomor 58); 

11 Peraturan Daerah Kabuparen Langkat Nomor !'i Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 [Lcrnbaran 
Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3); 

l'..!. Pcraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun '..!O'..!U 
Tcntang Pcngclolaan Kcuangan Dcsa (Serita Dacrah 
Tahun 2020 Nomor l); 

13. Peraturan Bupati Lcngkat Nomor 45 Tahun 2021 
ientang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 
45); 

- 
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guria 

Pengalokastan ADD bertujuan : 
a Meningkatkan pelsyannn pu blik wnrga masyarakat Desa 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum· 
b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pengalokasian ADD dimakeudkan sebagai acuan dalam pemberian 
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

R..i gia Tl Kf':;;i I II 
Maksud 

11 

JO 

9 

8 

7 

5. 
6 

~ 
). 

4 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyelenggara 
Pemerintahan daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjad.l kewenangan daerah otonom. 
Dupati adalah Bupati Langkat. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. 
Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat. 
Pernerintahan Desa adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan dan 
kepenl.ingan masyarakat seternpat dalam sistem Pcmerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 
Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten 
Langkat. 
Pernberdayaan Masyarakal Desa adalah upaya mengcmbangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, ketcrampilan, prilaku, kernampuan, kesadaran serta 
memanfaatkan sumber daya mclalui mcnctapkan kebijakan, program, 
kegiatan , dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa. 
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalab dana 
perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat. 

l2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan ta.hunan Pemerintahan Dcsa. 
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b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan uru san 
Pemerintahan dibidang statistik; 

c. lndeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a mengacu pada lndeks Kesulitan Geografis (IKG) 
yang diletapkan oleh Bupati; 

d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang diaJokasikan 
kepada masing-masing Desa sebagairnana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

= YS 
= Y4 

= Y3 

= Y2 

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa Kabu paten Langkal. 
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap totaJ 
penduduk rniskin Desa Kabupaten Langkat 

rasio luas wilayah setiap Desa lerhadap luas wilayah Desa 
Kabupaten Langkat. 

rasio IKO setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten 
Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total 

jumlah Perangkal Desa Kabupaten Langkat, 

= Y1 

Keterangan: X 
= ADD setiap Desa. 

X = (0,20 x Yl) + (0,20 x YZ) + (0,20 x Y3) + (0,20 x Y4) + (0,20 x YS) 

a. 

(l) ADD dialokasikan dalam APBD 
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dengan 

mempertimbangkan: 
a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, 

dan tingkat kesulitan geografis desa dan; 
b. Jumlah Perangkat Desa. 

(3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 
Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara: 

Pasal 4 

BAB Ill 
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD 
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(1) Penyaluran ADD dilakukan rnelalui pemindah bukuan dart Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) Penynluran ADD kc dcsa dilakukan secara bertahap. 
a. Tahap l pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);dan 
b. Tahap 11 pada Bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh perseratus); 

(3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati 

cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;dan 
b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran 

sebelumnya. 
(4) Pcnyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan 

kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 
Carnat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan 
paling kurang ADD Tahap l telah digunakan sebesar 90% (sembilan 
puluh perseratus). 

Pasal 7 

BAB Vl 
PENY ALURAN ADD 

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam 
APB Desa yang bersumber dari ADD. 

(2) Pcngalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kcpala Dcsa dan Perangkat 
Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 
a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 

2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus 
empat puluh rupiah) setara 120°/o (seratus dua puluh per seratus) dari 
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Tl/ a; 

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 
2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus 
dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaii 
pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang ll/a; dan 

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling 
sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus 
rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang II/a. 

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak 
bulan Januari 2022. 

Pasal 6 

BABV 
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA 

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

Pasal 5 

BAB IV 
ARAH PENGGUNAAN ADD 
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(I) Kepala Oesa yang melanzaar ketentuan sebazairnana dirnakaud rlalam 
Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD rahun 
beriku tnya. 

(2) Pengurangan besaran ADD sebagarmana dimaksud pada ayat (1} yaitu 
sebesar lOo/o (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima. 

Pasal 11 

BABlX 
SANKS I 

(1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat 
dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah scsuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaprrrkart kepada Bupati. 

Pasal 10 

(I) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh 
Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyara.kat danDesa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan 
satu kesatuan dengan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan APB 
Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan 
Keuangan Deen. 

Pasal 9 

BAB Vlll 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada 
Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa melalui Camat 
setiap semester tahun berjalan. 

(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama 
disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

(3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua 
disarnpaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

Pasa18 

BAB VII 
PELAPORAN ADD 
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NIP. l 9730803 200212 1 005 -- 

fNDRA SALAHUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 01 

ttd 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal 18 Februari 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

SYAH AFANDIN 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal 18 Februari 2022 

Plt. BUPATI LANGKAT 

WAKIL BUPATJ, 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Langkat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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am 1ro10 
2 Sendang Rejo 

-~~811,.,_J~uns fat( 
4 Sidomuly,o 
5 Pcrdomo1an 

-6 Suka Makmur 

u am 
!I Kutnmboru 

6 Rampah 

er • amotong11n 
2 Ku~ gaJ_ah~------ 
3 Perk. Manke 
4 i<apl!ras 
5 Namo reras 

PAGU ADD ALOKASI OASAR ALOKASI FORMULA Sil TAP OESA KECAMATAN NO 

RINCIAN AIOKASI DANA DESA SETIAP DESA 
TAHUN 2022 

: 01 tanun 2022 
• Ill ~ebruan J.UJ2 

• Pengalo~aslan Aloltasl uana uesa I A. lOU 

Nomor 
Tanggal 
lentang 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI I.ANGKAT 



au ciO) 
2 Pasar Rawa 
3 Padang langb1 
4 Air Hltam 
5 Pdyo Be11isku•nis 
6 Do an 

2 Stabat Lama 
3 Besllaml!ukit._Lc_m_b_a_ss- 
11 xenun saior- s lluk1t Mcllntang 
6 Gergas 
r~11W8dldl 
8 '>umber Mulyo 
9 Pertumbukan 

10 P.iya Tusam 
-rrliifokar Jaya 

f2 jentera Staba1 
--1-'~3 Stun kit -- 

I Banyuma& 
2 Panr:il Geiru 
l Ara tondoni: •. _ 
4 Karang ReJO 

---" l(wara lregumit- 
6 Man a 

o or ~ 

- 



SYAH AFANDTN 

rtd 

PIL BUPATI LANGKAT 
Wt\KIL 13UPATJ, 

4 Pl!rlls fflOOOuu ~f'Ulft,lII 95.533.00\'.l hf~1lf'!1-.I.I 

5 Kl!lanton m- .... ,, .. 63.b'lb.UUU 50137.000 4Ub.683uuu 
xx DUll"'f'IU l Sl!ICOC! 41t>4WUIAJ 6J.n4tl,LAJU --s4.o:u .oou 1.vr.>. 

2 Bukit 5'!1amat 54'2 400 000 tij r"l&i.l' :•• 62556.000 OU£ 
3 Halaban ,fSi,wuuu 63hd.n :xx 76615000 .JO 

TiukTtMas 492000000 63b4b IIJ 6.5005000 J= 
!> PIR A!IO l:lesitanR are.eoo.ooo 63 ........ :x 44368 .. 000 . ,614. 
6 Suka Java = eocrooo 63 !>4!> •• 30.024.000 4,jll,'1/U,UUU .... , na 5U5U l Tan1ung Pas1r -~ IXJ,IIIJ 63,"'1>'1, • 40813uuu 4 f U &1v:1 ,\AJU 

2i'oyo Tompok «~u ,wu uuu 6'3.ti~b. IUU 2am.ooo J1_41ftAR ...I_.._ 

j l'lnlU Air .;,1.1600.vvv 63, '4l • JUU jf152-:000- "llV.>~.000 - 4 ~PIMPr.m 63 '4 36.btlb.lJUU J't\JCMJUUU IUU 'l'H .11 l ,U\AJ 

S Pulau SPmbllan 315600000 63 • 41 706000 ~:ll.J.~o~.\AAJ 

6 Pulau l<ameal ~;.!IJUUUU 63 4 IUU 81.MG.000 3..1.:) '!IJL, A.Al 

7 Sel S,ur 366000.000 B30't0,L oJ:ltlif.000"' .. ,u f:JZ.000 
8 Alur Cempedak 3f5600.000 1>-'ooto 36815.000 <t 11>.UO I ,VUV 

9 Panizkalan 'Slata 49':2000000 63=~ 47266000 bl Ll,112 000 

Mil BABA LAN l_~cura1 se1atan .,.. , OVUUIAJ 63 ....... 70-r~/ITI tu » l'U.>.UIAJ 
2 Sec1Jral U~ni 366000.000 63t>4ol 72!!.l4UUU :,UL4 IU,uuu 
3 TeliiKMellu agnoo.ooo t>3 D'IO.l.A.AJ 92.032,[J{]{J , 110,I I 

ii Pelawl ~elatan .,,5600000 63t:>41'JLLU ·i;;i:cnci ,.-., I 
XXIII l'tMATANG JAVA l Pernatang Tengah .,00 ~Ill lAJlj 63 641i [](]() 5{1,!3?ou:J I(, • - --- ·2 Oamar Condong 300 000.000 "JO:::i;i2,ooo l,JCl'O<> lAAJ ". 
-- 3 Perk. Damar Condong 290400.000 1)3 D4D lAAJ 2:}.;)UCIIJI.N !;)' 

4 Perk. Pe~~ 3fS~O!fO~r 631'l4ti000 ~l:OC!O 470.CX. J 
S Um:iu Mul'l!I ur 315.tiOU.UW '"!,.4,S[LIJ :21986000 A L.,L LI 

b 5erang Jaya Hllir ;,oo 000.000 63646000 «.n1000 ~ -""'.I.AN 
7 Salahajl ~.000.000 ~.O'K>,UUU 74.583.000 t U. LL':J.UUU 
a :,eranifJava - . .. IS::I.- ... 4.f.67ij_OO<J "h:10 1:r.1 Lii.A 

98.083.200.000 1S.27S.040.000 10.132.857.SOO UJ.491.097.SOO 


